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PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Blu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan cerai gugat sebagai berikut antara:
XXXXXKXXXKXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di XXXXXXXXKHXXXIXKXXXIXEKXXXEXEXXKXIXXXKXKXXXXKX,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;
melawan
XXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun,
agama lIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, tempat
kediaman di XXHXXHXXEXKXXXHXXHXKEXXEXXXHXXHXXEXXXXXXXKXKXXXXX,

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti
didepan persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020, yang
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register
perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Blu tanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 16 Juni 2000 Penggugat dengan

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX,

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa
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Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  NOMOrXXXXXXXXXXXxX  tertanggal
XXXXXXXXKXXXKKXX;
2. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Penggugat berstatus Perawan
dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
layaknya suami isteri bertempat tinggal di Molibagu sampai terjadinya
perpisahan;
4, Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
i XXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 19 (Sembilan belas) tahun,
sekarang telah berumahtangga;
ii. XXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun,
sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
iii. XXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 14 (empat belas) tahun,
sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
iv. XXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, umur 8 (delapan) tahun, sekarang
tinggal bersama dengan Penggugat;
V. XXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, umur 5 (lima) tahun, sekarang
tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 19 (Sembilan belas)
tahun Kemudian mulai tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat sebagai berikut:
a. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
b. Bahwa Tergugat seorang yang pencemburu buta;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada Bulan Desember tahun 2018 Ketika Penggugat dan Tergugat berpisah
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tempat tinggal, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah pribadi, dan
Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudaranya di Molibagu Sehingga
sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamannya dan tanpa saling menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat
terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat
untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat
hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun
kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang UKki;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis telah berusaha
mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran
agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat
tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-daliinya Penggugat telah
menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOMOFXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 1 Desember 2015, telah
bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan
sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode
(P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXxXXXXXxxxxx, yang aslinya
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal
14 Mei 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal
serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan
dua orang Saksi, masing masing bernama:

L. XOOXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena
Tergugat adalah seorang yang pecemburu buta dan sering mengancam
Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setiap kali Penggugat pulang dari acara-acara keluarga atau
masyarakat, Tergugat selalu cemburu, akibatnya sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
memaki, tetapi saksi tidak melihat kalau Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir
2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, hingga
sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi
menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara
memberikan nasehat kepadanya, namun tidak berhasil;
2. XXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan ibu rumah  tangga, bertempat  tinggal  di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
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- Bahwa saksi sudah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat

kurang lebih 10 (sepulh) tahun;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun lagi, sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan langsung perselisihan

dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena

Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri dan juga warga Tergugat

mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, kalau sudah diancam

Tergugat, saksi dan tetangga berusaha untuk mengamankan Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

Desember tahun 2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat

tinggal sampai sekarang, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dan

anak-anak dan tidak pernah memberikan nafkah selama pisah;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi

menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

- Bahwa Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti
lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
dihadapan persidangan bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal yang
hingga sekarang sudah lebih dari 1 tahun dan sudah tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami isteri, serta sudah tidak sanggup lagi berumah

tangga dengan Tergugat, dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada
berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam,
sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama
Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXxXxxxX, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah
NOmMOr @ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Mei 2018 dan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat
memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya
yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat
agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna
memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul
Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Tergugat seorang
yang pecemburu buta, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, dimana
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap
mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,
dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (vaststande faiten),
namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan
adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan
Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum
acara khusus (lex specialis) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar
keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan
Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena
Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki
legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang
dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang
diajukan Penggugat telah diperolen fakta hukum vyang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai
5 (lima) orang anak;

- Bahwa telah terjadi Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat
cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Tergugat telah memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan, dan
mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1
(satu) tahun, tanpa nafkah dari Tergugat ;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan
kewajibannya sebagai suami-istri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken marriage);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
(vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim
telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil,. Bahkan
Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya
kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah

rumah tangga;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan
kaidah figih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz 6,
halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
sebagai berikut:

- adlle o L) T ade lbo gzgi) azgil las, pac i |2l
Artinya: “"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya
maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan
Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum
sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan
Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in
sughra  Tergugat  (XXXXXXXXXXXXXXXXRXXXXXXKEXXXXKRXKKXXKXRXKXXKXXKXKKXKXKXXXKKKXK)
terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXIIIXXIIXIIXIIXIXXXXXXIXXXXKXKX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat
(XXXHHXXHHXXEHXKHIEHXIHXIHXIIHXIEKIIEXXXEXXXKXXXIXHXXKXXKXKXK) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXXEXKKXXEXKXKXXKXXIXXKXXXKXXXKKXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 2 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Sukahata Wakano, S.H.l, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I dan Zumma Nadia Arrifgi S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis
Riski Lutfia Fajrin, S.H.I Sukahata Wakano, S.H.l, S.H.
Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi S.H.l.
Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag
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Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
1
2 Proses Rp. 50.000,00
2
3 Panggilan Rp.225.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp.341.000,00

Terbilang: tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah
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